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WALIKO'fA MOJOKERTO 

PERATLlRANI WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 38 TAHUN 2008 

TENT ANG 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNC,SI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 
KO-rA MOJOKERTO 

WALIK.OTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa berdasarkan 1::iasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 
Tahun :e:008 tentang Orqanlsasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, maka 
perlu menetapkan Rincian Tuqas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan . . 
Perijinan Terpadu Kata Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokeftq._ 

• 

Mengingat : 1. Undanq-Undanq Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat; 

2. Undanq-Undanq Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norri or 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
44-37) sebagaimana telah diubah dengan Undar1g-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Unaang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintaoan Daerah · (Lembaran 

• Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambanan 
Lernbaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4844) : 

. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 1'1·0, Tambahan Lembaran f\legara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pernerlntahan Kabupaten/Kota (Lembaran IJegara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah denqan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Dae rah; 

• 

,, .. . - - 
••• 

• 

10. Peraturan M·en1eri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun •2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Orqanisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu; 

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ; 

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Lembaqa T eknis Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN : 
I 

Menetapkan : PERATURAN WALIK<JTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI KAI\JTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 
KOTA MOJOKERTO 

BABI 

KETENTUAN UI\/IUM 

Pasal 1 

Dalam persturan ini yar1g dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota I\Jlojokerto; 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 

3. Walikota adalah \l\'alikota Mojokerto; 
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto; 

5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan 
• 

Perijinan Terpadu Kota Mojokerto; , 

6. Sekretaris adalah Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kota Mojokerto; 

7. ljin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota ber­ 
dasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan 
bukti legalitas, mengataKan sah atau diperbolehkannya seseorang 
atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu; 

8. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda 
daftar usaha; 

9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyeleng­ 
garaan Perijinan dan Non Perijinan yang proses pengelolaan mulai 
da ri tahap perrnohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan secara terpadu melalui satu pintu dalam satu tempat ; 

10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur­unsur 
satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenanoan 
pelayanan perijinan. 

BAB II 

�:EWE NAN GAN PELA YANAN 

Pasal 2 

Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mernpunyai kewenangan 
menandatangani perijinan atas nama dan dengan pendelegasian dari 
Walikota. 

BAB Ill 

JENIS PELA YANAN 
• 

Pasal 3 

Jenis pelayanan yan!� menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor 

• 

• 

Pelayanan Perijinan Terpadu, meliputi : 

a. ljin Mendirikan Bangunan; 

b. ljin Ganguan; 

c. ljin Trayek; 

d. ljin Usaha lndustri; 

e. Surat ljin Usaha Perdagangan; 
• 

f. ljin Tanda Daftar lndustri; 

g. ljin Tanda Daftar Gudang; 

• 

' 
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h. ljin Usaha Rekreasl dan Hiburan Umum; 

i. ljin Reklame; 

j. ljin Usaha Jasa Kontruksl; 

k. ljin Lokasi. 

BABIV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

(1) Susunan orqanisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri atas : 

a. Sekretaris ; 

b. Sub Bagian Tata Usaha ; 

c. Seksi Administrasi Pelayanan Perijinan ; 

d. Seksi Pemrosesan Perijinan ; 

e. Tim Teknis ; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), masing­masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris ; 

(3) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijir1an Terpadu 
adalah sebaqalrnana tercantum dalam lamcran Peraturan Walikota 
• • 1n1. 

Pasal 5 

• 
' 

Sub Bagian Tata Usaha rnempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat 
menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah­tanggaan 
serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada kepala dan 
seluruh unit kerja yang ada didalam Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 6 

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan rencana dan program kerja; 

b. Penyiapan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, 
hubungan masyarakat dan protokol; 

• 
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c. Pengelolaan adrninlstrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 
pemeliharaan; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 
• 

e. Pemberian inforrnasi secara 
pengaduan masyarakat. 

luas dan transparan serta mengelola 
.• 

'• 

Pasal 7 

Seksi Adrninistras! Pelayanan Perijinan mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan 
bidang Adrninistrasl Pelayanan Perijir1an; 

b. Menerima dan rneneliti persyaratan permohonan serta mengecek 
kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis sesuai aturan yang 
berlaku; 

c. Melakukan penqolahan dan pemeriksaan data perijinan; 

d. Melakukan pengkoordinasian pelayanan dan pemeriksaan; 

e. Melakukan penqawasan terhadap pelayanari dan pemeriksaan; 
• • 

f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
administrasi pelayanar, perijinan; 

g. Melaksanakan tugas­tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 8 

Seksi Pemrosesan Perijinan mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan 
bidang pernrosesan perijinan; 

b. Menyiapkan data yang telah dikoreksi sesuai dengan peraturan 
Perundang­undangar1 yang berlaku; 

c. Melaksanakan pemrosesan data perijinan yang telah slap: 

d. Melaksanakan koordinasi dengan tlrn teknis dalam rangka 
penyelesaian proses perijinan yang menjadi kewenangannya; 

e. Melaksanai<an pengawasan terhadap pemrosesan data perijinan; 

f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pelaksanakan kegiatan 
••• pemrosesan penjinan; 

' 

g. Melaksanakan tU£Jas­tugas iain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
dengan bidang tupasnya. 

• 

• 
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Pasal 9 

(1) Tim Teknis terdiri dari pejabat satuan Kerja Perangkat daerah terkait 
yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang 
perijinan yang ditanqani. 

(2) Tim Teknis mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat 
berita acara pemeriksaan serta membuat analisis atau kajian 
sesuai bidangnya, jika diperlukan; 

b. Memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu untuk memberikan izin atau menolak; 

c. Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perijinan yang 
diberikan. 

Pasal 10 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejurnlah tenaga fungsional 
dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan 
Perundang­undanqan yang berlaku; 

. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat'(t), 
dipimpin oleh . seoranq Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua 
Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor; 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub­sub 
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing­masing dipimpin 
oleh seorang Tenaga Fungsional Senior; 

(4) Jumlah Tenaga Funqsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 
beban kerja yang ada; 

• 

(5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesual dengan 
Peraturan Perundang­unciangan yang berlaku. 

BABV 

HUBUNGAN Kl;RJA 

Pasal 11 

(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun antar unit kerja 
sesuai ,jengan bidang tugasnya masing­masing; 

• 
(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kanter · Pelayanan 

Perijinan TerpadtJ bertanggung jawab memirnpin dan . mengkoor­ 
dinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk 
pelaksanaannya. 

• • 

• 

.· 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Hal­hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 13 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
•• 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota 
Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

• pada tanggal 
• • 

1 Sept emb e�" 2008 

• 

• NO 

ERAH KOTA MOJOKERTO 

� 

• 
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. 
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NO MOR : 38 T AHUN 2008 
T/1.NGGAL : 1 SEPTEJVJ1ilER 2008 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

KANTOR PELA YANAN PERIJINAN TERP ADU (KP2T) 
KOT A MOJOKERTO 

, . 
,· 

UBBAGlAN 
ATAUSAHA 

MROSESAN 
!NAN 

SEKRETARIS 

s -- 
T 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

� • . 

SEKSI ADMINIS"1'RASI 
SEKSIPE PELA YANAN 

PERIJ PERIJINAN 

, 

,, ' 
TIM TEKNIS 

, 
' 

• 

• 

• 

• 


